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ABSTRAK

Nama : Nur Wulandari

NIM : 200101028

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Keluarga

Judul . Status Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010 dan
Relevansinya dengan Pendapat lbnu Taimiyah)

Tanggal Sidang : 27 juni 2024

Tebal Skripsi : 55 Halaman

Pembimbing | . Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I.

Pembimbing I1 : Nahara Eriyanti, S.H.l., M.H

Kata Kunci :~ lbnu Taimiyah, Putusan MK, dan Nasab Anak Luar
Kawin

Putusan MK No0.46/Puu- Viii/2010 telah membawa paradigma baru dalam
sistem hukum perdata dan hukum keluarga, namun putusan ini banyak
mengandung kontroversi di kalangan kaum muslimin sebagai pemeluk agama
mayoritas di negeri ini. Mayoritas ulama menilai bahwa anak hasil zina tidak
bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Berbeda dengan lbnu Taimiyah,
dalam konsep istilhagnya menilai bahwa anak hasil zina dapat dinasabkan
kepada ayah biologisnya. Untuk itu, masalah yang diteliti pertama, bagaimana
isi putusan MK No.46/Puu- Viii/2010, Kedua, bagaimana pendapat Ibnu
Taimiyah tentang anak luar perkawinan, dan ketiga, bagaimana relevansi antara
putusan MK dengan pendapat ibnu Taimiyah. Metode penelitian yang
digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa,
menurut mayoritas ulama anak luar kawin dinasabkan hanya pada ibunya.
Sedang menurut Ibnu Taimiyah bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya
melalui istilhaq dan giyafah. Putusan MK tidak memiliki penegasan mengenai
status anak luar nikah, atas dasar itu, baik anak yang lahir dari pernikahan
bawah tangan maupun anak yang lahir dari hasil zina selagi dapat dibuktikan
kebenarannya melalui tes DNA maka anak tersebut masih menjadi tanggungan
lelaki sebagai ayah biologis anak. Relevansi antara putusan MK dan pendapat
Ibnu Taimiyah ialah sama-sama memiliki kemungkinkan untuk terhubungnya
nasab tanpa mempermasalahkan sebab dari kelahiran anak. Selagi dapat
dibuktikan melalui tes DNA pada masa saat ini dan pengakuan serta uji
kemiripan pada masa Ibnu Taimiyah.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN KEPUTUSAN
BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987
1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama

Arab
| alif tidak tidak dilambangkan

dilambangkan

- ba b be
< fa t te
& sa $ es (dengan titik di atas)
z jim j je
C ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha kh ka dan ha
2 dal d de
3 zal zZ zet (dengan titik di atas)
2 ra r er
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J zai z zet
o sin S es
o syin sy es dan ye
) sad $ es (dengan titik di bawah)
o dad d de (dengan titik di bawah)
b ta t te (dengan titik di bawah)
35 za z zet (dengan titik di bawah)
g “ain ¥ koma terbalik (di atas)
¢ gain g ge
- fa f ef
& gaf q Ki
< kaf k ka
J lam I el
N mim m em
O nun n en
3 wau w we
A ha h ha
5 hamzah : apostrof
¢ ya y ye
2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
O fathah a a
0 kasrah i I
0 dammah u u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi \Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
&.. fathah dan ya ai adanu
3. fathah dan wau au adanu
Contoh:

1
C oo
v bR E R

kataba
fa'ala
suila
kaifa
haula




3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
......) | fathah dan alif atau a a dan garis di atas
ya
S kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
A dammah dan wau a u dan garis di atas
Contoh:

- 38 gala

- A  rama

- & gila

- 0% yaqilu

4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1 Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
2 Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.
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3 Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
JilY1 43, raudah al-atfal/raudahtul atfal

355l &8l al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

FEUIR talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:

- 0% nazala
- 50 al-birr

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J\, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan

bunyinya.
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Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa
sempang.

Contoh:

- 330 ar-rajulu
- 4 al-galamu
- Sl asy-syamsu
- 0l al-jalalu

7. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

428
4

- xxb fakhuzu
- & syai'un
- 5 an-nau'u

-0 inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.

Contoh:
- GO0 DA sl &) 5 Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
- B Sl as Al e Bismillahi majreha wa mursaha
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9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- Gaalladl & daaldl Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- el el Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:
- AaD Dl Allaahu gafiirun rahim
- ed %Y Lillahi al-amru jamt an/Lillahil-amru jami an
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Xiv



Catatan:

Modifikasi

Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nasab merupakan salah satu pondasi kuat yang menopang sebuah
keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian
darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari
anaknya. Pertalian nasab juga merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak
mudah diputus karena merupakan nikmat agung yang Allah subhanahu wa
ta’ala berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan
mudah hancur dan putus.Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta’ala

dalam Qur*an surah al —Furgan ayat 54 :

e A B2l B2RE AR S D00 Az 6 @ Y
5 25 O3 [rars Las alams 23 el (s Gl (o)l 335
Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan

manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu
adalah Mahakuasa.(QS. Al-furgan[25]: 54).

Terdapat perdebatan tentang Persoalan nasab anak di luar perkawinan.
Menurut kebanyakan jumhur ulama figih, anak di luar perkawinan dinasabkan
pada ibunya.? Berbeda dengan jumhur ulama figih pada umumnya, Ibnu
Taimiah berpandangan bahwa seorang anak di luar perkawinan dapat
dinasabkan pada ayah biologisnya.® Alasan jumhur ulama figih melarang anak
di luar perkawinan dinasab pada ayah biologisnya diambil dari hadis nabi
Muhammad SAW* ditegaskan dalam hadis shahih sebagai berikut:

'Kementerian Agama, Al — Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Sygma, 2009), him.
354,

’lbn Qayyim Al — Jauziyah, Panduan Hukum Islam, penerjemah Asep Saefullah &
Kamaluddin Sa“adiyatulharamain, Cet.2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), him,823.

*lbn Taymiyyah, Majmu’ al — Fatawa, juz XXXII, (Madinah: Majma® Malik Fahd,
1995), him. 139.

* Ibn Qayyim Al — Jauziyah, Panduan Hukum Islam...,hlm,823.
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Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, telah
menceritakan kepada kami Malik dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah
istri Nabi bahwa Rasulullah bersabda, "Anak adalah untuk pemilik
ranjang.(H.R. Darimi,N0.2282)

Hadis ini menjelaskan bahwa anak hanya untuk pemilik ranjang,
maksudnya ialah anak hanya bisa dinasabkan pada orang yang memiliki ikatan
perkawinan yang sah baik secara agama maupun Negara, sedang bagi para
pezina hanya memperoleh batu (rajam), maka dalam hukum islam anak luar
perkawinan tidak dapat dinasabkan pada ayah biologisnya (kandung). Nasab
tersebut berimplikasikan pula pada terputusnya hubungan mahram maupun
keperdataan anak dengan laki-laki itu (ayah biologis).

Sementara itu, alasan Ibnu Taimiyah membolehkan anak di luar

perkawinan bernasab pada ayah biologisnya ialah berlandasan pada hadis:
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Telah menceritakan kepadaku mallk dari Nafi dari Shafiyah binti Abu
Ubaid bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin
Khatab berkata,”Bagaimana halnya laki-laki yang berhubungan dengan
budak wanita mereka lalu membiarkanya mereka pergi. Tidaklah datang
kepadaku seorang budak wanita yang tuannya mengaku telah
menggaulinya, kecuali saya tetapkan nasab anaknya itu kepada
(tuannya), maka lepaskan budak-budak wanita itu atau pertahankanlah
mereka.”(H.R. Malik,No1488)
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> Muhammad Abdullah Bin Abdurrahman,Musnad Ad-Darimi, Penerjemah Husain
Salim,.Cet.1 .,(saudi arabia: Dar Al-Mugni Riyadh )

® Malik bin Anas, Muwatta’ Al-lmam Malik, Pengulas Muhammad Fuad Abdul
Bagqi,(Beirut Libanon : Dar Thya’ At-Turats Al-Arabi,1985)



Dasar hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah untuk menetapkan
pendapatnya ialah perbuatan yang dilakukan oleh sahabat nabi, Umar bin
Khatab, beliau pernah mengaitkan anak luar perkawinan pada ayah biologisnya
dengan syarat adanya istilhag’ yaitu apabila seorang laki-laki datang pada
seorang anak dan ia mengklaim/mengakui bahwa ia adalah anaknya, dan laki-
laki itu mengaku telah melakukan perzinaan dengan ibu si anak, lalu tidak ada
orang lain yang mengakui anak itu (sebagai anaknya), maka anak tersebut dapat
dinasab ke pada laki-laki itu.?

Indonesia juga mengatur secara spesifik mengenai anak luar kawin yang
diatur dalam UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, dalam Bab IX , Pasal 43
ayat (1), menyebutkan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun dengan dikeluarkannya Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VI11/2010 Anak yang dilahirkan diluar
perkawinan menjadi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yamg menurut
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya.®

Pernyataan di atas dapat difahami bahwa pandangan Ibnu Taimiyah
tersebut berbanding terbalik dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak luar kawin hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun sejalan dengan
putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VI111/2010, yang membahas

perkara anak luar kawin, menjadi mempunyai hubungan darah termasuk

"lbnu Qayyim al — Jauziyah, Zadul Ma’ad, (terj; Amiruddin Djalil), Jilid 7 (Jakarta:
Griya llmu, 2006), him. 22.

8ibid,.hIm. 23.

° Ahmad Fariz Hasanuddin, “Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan
No 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Anak Luar Nikah)” )”’Skripsi Universitas Islam
Negri Jakarta.2014



hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya meskipun
harus ada pengakuan atau dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan,

teknologi atau alat bukti lain™.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat persamaan antara
putusan Mahkamah Konstitusi dan pandangan Ibnu Taimiyah mengenai nasab
dan keperdataan anak luar kawin, oleh karenanya maka peneliti tertarik untuk
meneliti kevalidasian antara putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-
VI111/2010 dengan pandangan Ibnu Taimyah. Untuk itu, persoalan ini akan dikaji
dengan judul: “Status Anak Di Luar Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010 dan Relevansinya dengan Pendapat Ibnu
Taimiyah).

B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, maka perlu dirumuskan masalah yang dibahas dan

diteliti dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-
Viii/2010?

2. Bagaimana pendapat ibnu taimiyah tentang anak yang lahir di luar
perkawinan?

3. Bagaimana Relevansi Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-
Viii/2010 Mengenai Status Anak di Luar Perkawinan dengan Pendapat lbnu
Taimiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatahui isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-

Viii/2010!

10 Megawati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan anak Dan Hukum Islam”, jurnal QIYAS Vol. 2, No. 2, Oktober 2017



2. Untuk mengetahui pendapat ibnu taimiyah tentang anak luar perkawinan!

3. Untuk mengetahui Relevansi Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/Puu- Viii/2010 Mengenai Status Anak di Luar Perkawinan dengan
Pendapat Ibnu Taimiyah!

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah
dikemukakan bahwa skripsi ini membahas tentang tema yang berjudul “Status
Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-
Viii/2010 dan Relevansinya dengan Pendapat Ibnu Taimiyah). Terkait judul di
atas terdapat beberapa Artikel dan Skripsi yang sejenis yang dapat dikemukakan

sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Megawati yang berjudul “Analisis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Anak Luar Kawin
Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
anak Dan Hukum Islam” yang ditulis pada tahun 2017. Penelitian tersebut
berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, penelitian ini menganalisis
kaitan antara putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 dengan
undang-undang perlindungan anak serta bagaimana kedudukan anak luar kawin
dalam hukum islam™.

Artikel yang ditulis oleh Nasaiy Aziz dan Muksal Mina yang berjudul
“Nasab Anak yang Lahir diluar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18
Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010” yang ditulis pada

tahun 2017. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh

1 Megawati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan anak Dan Hukum Islam”jurnal, QIYAS Vol. 2, No. 2, Oktober 2017



penulis, Penelitian ini menganalisis nasab pernikahan, fatwa sebagai teorinya
dan putusan mahkamah konstitusi sebagai bahan yang akan dikaji.*

Artikel yang ditulis oleh Siti Nurbaeti yang berjudul “Hadis Tentang
Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah” Penelitian
tersebut berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, Artikel ini
membahas tentang pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai anak yang
lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan kemahraman dengan laki-laki
yang menyebabkan kelahiran anak, namun, dalam kondisi lain anak tidak di
tetapkan hubungannya dengan laki-laki tersebut terkait dengan warisan dan
nafkah®.

Artikel yang ditulis oleh di Rokhmadi yang berjudul “Status Anak Di
Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu -Viii/2010”
Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Artikel
ini membahas mengenai status anak di luar perkawinan pasca ditetapkannya
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu -Viii/2010 yang sebelumnya hanya
memiliki hubungan perdata pada ibunya menjadi memiliki hubungan perdata
dengan ayahnya serta menjelaskan bahwa putusan ini bersifat final dan sudah
seharusnya putusan ini diterapkan di Indonesia™.

Skripsi yang ditulis oleh- Ahmad Fariz Hasanuddin yang berjudul “Anak
Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Analisis
Putusan MK Tentang Anak Luar Nikah)” yang ditulis pada tahun 2014.
Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis,
Penelitian  ini  menganalisis putusan mahkamah konstitusi Nomor
46/PUU/VINI/2010 dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974,

12 Nasaiy Aziz dan Muksal Mina, “Nasab Anak yang Lahir diluar Nikah: Analisis
Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010”,
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017

13 Siti Nurbaeti ,”Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-
Jauziyyah”, Jurnal Holistic al-hadis Vol. 4, No. 2 (July—December) 2018

1 Rokhmadi,”Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 46/Puu -Viii/2010,” jurnal-SAWWA — Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015



bahwa putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan undang-undang
perkawinan yang mengatur mengenai anak luar nikah dianggap tidak lagi
berlaku setelah putusan ini dikeluarkan®.

Skripsi yang ditulis oleh Dendi Febriansyah, yang berjudul “Kedudukan
Nasab Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Syafi’i Dan Ibnu
Qayyim Al-Jauzziyah)” yang di tulis pada tahun 2019. Penelitian tersebut
berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, penelitian pada skripsi ini
membahas mengenai Kedudukan Nasab Anak di luar perkawinan dengan
mengambil Studi Komparasi Antara Imam Syafi’l Dan Ibnu Qayyim Al-
Jauzziyah, ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa anak luar
perkawinan memiliki hubungan mahram dengan laki-laki zina, jika laki-laki
tersebut mengakui anak zina sebagai anaknya. Sedangkan imam syafi’l
berpendapat anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya
persetubuhan dengan suami yang sah. Maka status nasab anak tidak memiliki
hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar
perkawinan yang sah, baik ibnu gayyim maupun imam syafi’I memiliki sumber
hukumnya masing-masing, namun meski demikian tujuan dari ijtihad para
ulama ialah untuk kesejahteraan umat muslim®®.

Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati.N yang berjudul “Analisa Hukum
Islam Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah Mengenai Penasaban Anak Zina
Kepada Ayah Biologis” Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang
dikaji oleh penulis, skripsi ini membahas tentang pandangan ibnu taimiyah pada

nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan beliau berpendapat bahwa anak

®Ahmad Fariz Hasanuddin, “4nak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan
No 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Anak Luar Nikah)”Skripsi Universitas Islam
Negri Jakarta, 2014

% Dandi Febriansyah,“Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi

Antara Imam Syafi’i Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah)” Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin
Jambi 2019



yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan nasab pada ayah
biologisnya dengan syarat adanya istilhaq"’.

Berdasarkan Artikel Dan Skripsi di atas penulis dapat menegaskan
bahwa secara umum riset-riset yang dilakukan para penulis di atas mengenai
status nasab anak luar perkawinan dan penulis dapat memastikan bahwa riset ini
berbeda dengan riset-riset tersebut, meskipun demikian kajian pustaka tersebut
di atas akan menjadi sumber acuan dalam melakukan riset ini.

E. Penjelasan Istilah
1. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan'®, yang mempunyai arti
bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti hubungan/kaitan'®. Menurut
Sukmadinata , relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal.
Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-
komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau
dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-
komponen dalam kurikulum. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian
antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam
masyarakat®.

2. Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi ialah sebuah lembaga Negara yang terbentuk

setelah adanya amandemen UUD 1945%. la merupakan sebuah lembaga

Y Nurhayati. “Analisa Hukum Islam Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah Mengenai
Penasaban Anak Zina Kepada Ayah Biologis.”Skripsi UIN Suska Riau, 2019

'8 paus Apartando, Kamus Populer, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), him. 666.

19 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2007), him. 943.

20 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), him. 150-151

2L Titik Triwulan Tutik, “Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia”, (Jakarta:
Kencana, 2010), him. 221.



peradilan yang di dalamnya mengatur sengketa tertentu yang terjadi dalam suatu
ketatanegaraan demi terciptanya keadilan bagi warga negaranya.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat®.
Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh yustisiabel, karena
putusan tersebut telah memiliki kekuatan yang mengikat secara umum dimana
semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.
4. Anak

Anak adalah seseorang yang masih Kkecil,baik laki-laki maupun
perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, Dalam
lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag
tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang
yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan, dan belum pernah menikah?®.
5. Anak Luar Perkawinan

Anak luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan
yang sah. Maksudnya ialah anak yang sudah ada baik yang sudah terlahir
kedunia maupun yamg masih dalam kandungan sebelum adanya ljab Qabul
antara ayah dan ibu biologisnya, Dalam undang-undang No 1 tahun 1974
menyebutkan bahwa anak yang di lahirkan dari luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata pada ibunya.*

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode dan pendekatan merupakan suatu hal

yang penting karena, dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, penulis

?2 Johansyah,”Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)”,
Jurnal Hukum Universitas Palembang, Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021

2% Undang-undang republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang Anak
24 Nurul Irfan, Nasab Anak Dan Status Anak Dalam Hukum Islam.,hlm 81
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mampu mendapatkan data yang akurat sehingga dapat menjadi sebuah penelitian
yang diharapkan. Adapun pendekatan dan metode yang digunakan dalam
penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Selain itu, karena penelitian ini
meneliti peraturan hukum maka pendekatan perundang-undangan (statute
approach) juga akan digunakan dalam penelitian ini yang mengacu kepada
Putusan MK Repoblik Indonesia No.46/PUU-V11/2010.
2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif
yaitu penelitian kepustakaan (Library Research)® penelitian yang menelaah dan
mengkaji sumber data yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan,
seperti ayat Al-Qur’an, kitab, buku-buku, jurnal, artikel dan rujukan lainnya
yang terkait dengan objek pembahasan tentang Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010 Mengenai Anak Luar Kawin yang dikaji
dari Perspektif Ibnu Taimiyah.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data menjadi salah-satu hal yang paling
penting, dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data pokok penulisan yang diambil dari
kitab karangan ibnu taimiyah, putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/Puu-
Viii/2010 dan buku-buku lainya yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung
dengan sumbernya yang asli?®®. Data sekunder adalah sumbernya yang asli.

Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap. Pada data ini penulis

2> Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti :2004), him.5

%6 1bid., him 19
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berusaha mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitanya dengan
masalah yang di teliti.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik studi
dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menela’ah berbagai buku dan sumber
tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan teknik ini
penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab figih, tetapi juga kitab-kitab lain
yang saling berkaitan.?’
5. Objektivitas dan Validitas Data
Validitas data dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui
hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan
jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan
data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan®.
6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan
data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data kemudian menganalisis
data dari hasil yang sudah ada pada hasil pengolahan data®. Dari data yang
sudah terkumpul penulis menganalisis dengan teknis analisis kualitatif, analisis
dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber
primer maupun sumber sekunder.

b. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Menghubungkan data dengan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam

kerangka pemikiran.

2" Cholid Narbuko, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,2005), him 78

%8 Jasa Ungguh Muliawan, “Metodologi Penelitian Pendidikan”, (Yogyakarta: Gava
Media, 2014), him 65

2% Cholid Narbuko, Metode Penelitian, him 83
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d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan
rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu pada buku pedoman
penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019.%°

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urut pembahasan

bakal skripsi dari bab ke sub bab secara sistematis. Pada dasarnya merupakan
pengembangan dari suatu hipotesa atau kerangka teori dalam bentuk garis besar
pemikiran penelitian®. Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan
secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar maka pembahasan
dalam skripsi ini disusun menjadi empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian
pustaka, metode penelitian, jenis penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai tinjauan umum tentang anak zina dalam
figih islam, yang di dalamnya berisi, pengertian nasab anak, sebab-sebab
ketetapan nasab, metode menetapkan nasab, nasab anak zina, dasar hukum dan
pendapat ulama tentang anak zina, dan penasaban terhadap anak zina.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu
terkait dengan relevansi antara putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-
viii/2010 mengenai status anak di luar perkawinan dengan pendapat lbnu
Taimiyah. dalam bab ini dibahas empat sub bab, yaitu isi putusan mahkamah
konstitusi nomor 46/puu- viii/2010, pandangan Ibnu Taimiyah tentang anak luar
perkawinan, relevansi pendapat Ibnu Taimiyah terhadap putusan mahkamah

%0 Fakultas Syari’ah dan Hukum, “Buku Pedoman Penulis Skripsi, (Banda Aceh:
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry”, 2018), him. 41.

31 Jasa Ungguh Muliawan, “Metodologi Penelitian Pendidikan”, (Yogyakarta: Gava
Media, 2014), him. 134.
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konstitusi nomor 46/puu- viii/2010, serta analisis penulis terhadap masalah
tersebut.

Bab empat merupakan bab penutup, sebagai rumusan kesimpulan hasil
penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus
menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan dan disertai dengan

saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.



BAB Il
KONSEP ANAK ZINA DALAM FIQIH ISLAM

A. Nasab Anak

1. Pengertian Nasab dan Dasar Hukum Nasab

Kata nasab secara bahasa etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu-c.i
Lei-2 . apabila terdapat kalimat ;231 <<i berarti 423853 125 memberikan ciri-ciri

dan menyebutkan keturunan. Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk
jamaknnya bisa nisab, seperti kata 353 menjadi 5 dan bisa juga nasab, seperti
kata 43¢ menjadi®? 2% di samping itu bentuk jamak dari nasab adalah ansab
sebagaimana firman allah subhanahu wa ta’ala:
Mool Vs deais abin Ol 36 kel 3 &8 56

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di

antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya.

Al-Qurtubi, ketika sedang menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa
kata “annasabu” dan “ashsihru” keduanya besifat umum yang mencakup
hubungan kerabat di antara manusia. Ibnu al-Arabi menjelaskan secara rinci
sebagaimana dikutip oleh al-qurtubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah
istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dengan
ovum seorang wanita yang telah terikat perkawinan sebagaimana diatur dalam
hukum syarai’ah, bila menyalahi aturan maka itu disebut sebagai reproduksi
biasa, bukan nasab yang sesuai dengan aturan agama.*

Jumhur ulama fikih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu

pondasi yang kokoh dalam membangun suatu kehidupan rumah tangga yang

32 Nurul Irfan, Nasab Anak Dan Status Anak Dalam Hukum Islam.,him. 22

** Kementerian Agama, Al — Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Sygma, 2009),
him.142

% Syaikh Imam al — Qurthubi, Al — Jami’ li Ahkaam Al — Qur’an, ed. Indo, Tafsir al —
Qurthubi, (terj: Muhyiddin Mas Ridda dan Muhammad Rana Mangela), jilid 13, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2008), him. 145

14
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mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.*® Sedangkan Wahbah az-
Zuhaili mengartikan nasab sebagai suatu sandaran kokoh untuk meletakkan
suatu hubungan keluarga berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa
satu adalah bagian yang lain, misalnya seorang anak adalah bagian dari
ayahnya dan ayah adalah bagian dari kakeknya, dengan demikian orang-orang
yang serumpun nasab memiliki hubungan darah.®

Ensiklopedia Islam mendefenisikan nasab sebagai keturunan atau
kerabat yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah,*
sedang kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan (terutama
dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.®®

Yasin bin Yasir mengemukakan defenisi syara’ dari nasab yaitu:

“keadaan hukum yang disandarkan antara seseorang dengan orang lain
yang mana orang tersebut terlepas dari Rahim seorang wanita yang
terikat dalam ikatan suami isteri maupun ikatan pemilik yang sah di
mana, baik ikatan suami isteri maupun akad kepemilikan itu diakui
kebenarannya atau mirip dengan diakui kebenarannya. Ketetapan ini
duhubun%kan kepada seorang yang melalui air spermanya kehamilan itu
terjadi.”

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa nasab secara
terminologi adalah ikatan keluarga berdasarkan hubungan darah, baik ke atas,
ke bawah maupun ke samping yang semua itu akibat dari perkawinan yang sah.
Keberadaan nasab ini sangatlah penting, karena dapat menimbulkan bebarapa
ketentuan hukum lainnya, seperti adanya ketentuan hak waris, ketentuan hukum

tentang nafkah, dan ketentuan hukum perwalian, baik perwalian harta maupun

%5Syaikh Imam al — Qurthubi, Al — Jami’ li Ahkaam Al — Qur’an, ed. Indo, Tafsir al —
Qurthubi, (terj: Muhyiddin Mas Ridda dan Muhammad Rana Mangela), jilid 13, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2008),.him. 145

% perpustakaan Nasional RI, Ensiklopedia Hukum Islam, Ed. Abdul Aziz Dahlan, Jilid
4, Cet 6, (Jakarta:lchtiar Baruvan Hoeve,2003), him. 1304

%7 Ibid.,him.1304
%8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.1,(Jakarta: Balai Pustaka,1988), him.609
% Nurul Irfan, Nasab Anak Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, him. 24
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perwalian diri sendiri (wali nikah). Namun jika tidak ada keterikatan nasab
maka semua keterikatan hukum di atas tidak ada.
2. Sebab-Sebab Ketetapan Nasab
Nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan oleh kelahiran, baik
secara syara’ maupun hukum perundangan di Indonesia. Sedangkan penisbatan
anak terhadap ayahnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
a. Pernikahan yang sah
Para ulama sepakat anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu
perkawinan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini

sejalan dengan sabda nabi Muhammad saw dalam sebuah hadis:
d 4 “ o 2 o g 14 o & b N Eo. /f.‘, %0 . o & - /f."/
Eo Joks aipa Ul Eag JB o 5 a82 32 Ak Bls G 5 A2 s

Uiad allls anal Coal A ks clos e A Lo N I
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ja’far, telah
menceritakan kepada kami syu’bah dari Muhammad bin ziyad berkata
aku mendengar abu hurairah berkata, aku mendengar rasulullah SAW
berabda,”seorang anak itu untuk pemilik tempat tidur (suami) dan bagi
pezina maka hukumannya adalah rajam.”’(HR.ahmad 8934)

Maksud dari hadis di atas adalah penegasan bahwa nasab anak yang
lahir dalam perkawinan yang sah atau fasid, akan tetapi ketetapan ini tidak
berlaku bagi pezina sebab nasab merupkan nikamt dan karunia besar dari allah
swt. Seorang laki-laki pezina tidak akan memiliki nasab dengan anak yang lahir
akibat perbuatannya itu. Bahkan pezina yang statusnya muhsan harus dihukum
dengan cara di rajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal, dan jika masuk
dalam kategori zina ghiru muhsan, maka yang bersangkutan akan dihukum
dengan cara di cambuk sebanyak 100 kali sebagaimana firman allah swt dalam
surah an-nur (24) ayat 2.

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus

memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

% |mam Ahmad Bin Hambal, Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal, Penerjemah, Adil
Al-Mursyid, Cet 1,(Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001)
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1. Suami tersebut adalah seseorang yang memungkinkan dapat
memberikan keturunan, dimana menurut kesepakatan ulama mazhab
fikih adalah seorang laki-laki yang telah baligh. Oleh karena itu nasab
anak tidak mungkin dihubungkan kepada laki-laki yang tidak mampu
melakukan hubungan badan atau dengan laki-laki yang tidak
mempunyai kelamin. Kecuali itu bisa diobati.

2. Menurut ulama dari kalanngan mazhab Hanafi, anak tersebut lahir 6
bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkannya dengan
syarat suami istri dimaksud telah melakukan hubungan badan. Apabila
kelahiran anak itu kurang dari 6 bulan, maka menurut kesepakatan
ulama fikih, anak yang lahir tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita
tersebut. Sebab hal ini mengindikasikan bahwa kehamilan telah terjadi
sebelum akad nikah.

3. Suami istri telah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini
disepakati oleh ulama fikih. Namun mereka berbeda pendapat dalam
mengartikan kemungkianan cara bertemu antara keduanya. Apakah
pertemuan itu bersifat fisik atau nyata menurut perkiraan. Ulama dari
kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan
perkiraan menurut logika. Oleh sebab itu apabila wanita tersebut hamil
selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya,
maka anak yang lahir dari kandunganya dapat dinasabkan kepada

suaminya.*

b. Pernikahan fasid

* Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Cet.Ke 1, (Jakarta: Gema
Insani,2011), him.32
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Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan
yang kurang syarat,*? seperti nikah yang dilakukan tanpa wali, tetapi menurut
kalangan ulama Hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan demikian
halnya pernikahan tanpa saksi, bagi mazhab yang memperbolehkanya.
Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan
secara sah, namun dalam masalah nasab para ulama fikih sepakat bahwa
penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan
penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi ulama
mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak yang lahir dalam
pernikahan fasid ini, yaitu:

1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu
seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat
menyebabkan istri tidak bisa hamil.

2. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang
bersangkutan.

3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya
akad nikah. Bila anak lahir kurang dari 6 bulan maka dapat dipastikan
bahwa anak itu akibat dari lelaki lain sebelumnya.

c. Hubungan badan secara syubhat
Hubungan badan secara syubhat adalah persetubuhan antara seorang

laki-laki dengan seorang perempuan di luar akad nikah, baik nikah secara sah
maupun nikah secara fasid, tetapi tidak dapat disebut sebagai zina yang
dilarang syariat dan hukumnya tidak terang apakah haram atau halal.

Ketidak tahuan atau syubhat, dalam pembahasan ini dibagi menjadi dua
macam, yaitu:

1. Syubhat akad yang disertai persetubuhan adalah akad yang dilakukan
oleh seorang lelaki atau wanita, kemudian diketahui bahwa ternyata

akad tersebut tidak sah oleh suatu sebab.

2 |bid., him. 36
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2. Syubhat persetubuhan tanpa akad adalah persetubuhan yang dilakukan
oleh seorang lelaki dan wanita, padahal tidak terjadi akad diantara
mereka. Akan tetapi keduanya melakukan dengan dengan keyakinan
bahwa perbuatan mereka itu sah, lalu kemudin diketahui sebaliknya.
Termasuk dalam bagian ini adalah persetubuhan yang di lakukan oleh
orang gila, mabuk, atau dalam keadaan tidur.*?

Contohnya adalah seperti seorang laki-laki yang menikah dengan
seorang wanita, di mana ia sama sekali belum pernah melihatnya, padahal
wanita tersebut memiliki saudara kembar yang rupa dan wajahnya mirip sekali,
kemudian ada orang lain yang memberi informasi kepada mempelai lelaki
tersebut bahwa wanita ini adalah istrinya. Karena belum pernah kenal dan
melihatnya sekalipun seumur hidupnya, walaupun melalui foto. Ternyata
pengantin lelaki itu yakin bahwa wanita yang dihadapannya itu memang istri
yang dinikahinya, lalu pengantin laki-laki itu menggaulinya. Namun ternyata
wanita itu bukan istrinya, tetapi saudara kembar istrinya, Maka dalam contoh
kasus aneh ini hubungan badan antara keduanya dinilai sebagai hubungan
badan secara syubhat. Walaupun contoh seperti ini di zaman semodern ini
sangat kecil kemungkinannya terjadi, namun tidak menutup kemungkinan
bahwa peristiwa ini dapat terjadi.

3. Metode Atau Cara Menetapkan Nasab
Ada beberapa cara menetapkan nasab yang oleh para ulama dari

berbagai kalangan mazhab dikemukakan secara detail. Setidaknya ada tiga cara
dalam menerapkan nasab anak kepada orang tuanya. Khusunya kepada ayah
kandungnya, yaitu melalui pernikahan yang sah atau fasid, melalui pengakuan,
dan melalui pembuktian.**

a. Pernikahan yang sah ataupun fasid

*3 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, (Jakarta:Lentera,2008), him. 433
* \Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam..., hlm.38
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Pernikahan yang sah atau fasid termasuk salah satu sebab penentu garis
nasab keturunan. Secara praktisnya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan
meskipun fasid.

b. Pengakuan nasab
Pengakuan nasab ini ulama membedakan antara pengakuan anak dan

pengakuan selain anak, seperti pengakuan terhadap saudara, paman atau kakek.
Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya,
sebaliknya seorang anak kecil yang telah baligh (menurut jumhur ulama) atau
mumayiz (menurut ulama mazhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah
ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan
kepada lelaki tersebut, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Anak yang menyampaikan pengakuan itu tidak jelas nasabnya
Apabila ayahnya diketahui maka pengakuan diangkap batal, karena

nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, mencela orang yang mengakui
dan menjadikan anak orang lain bernasab dengannya.

2. Pengakuan logis
Maksudnya adalah seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut
usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya.

3. Lelaki yang mengakui anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan
hasil dari perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar
penetapan nasab.*

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi maka pengakuan nasab oleh
seorang ayah adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah,
pendidikan selayaknya, dan harta warisan sebagai anaknya.

c. Melalui pembuktian
Adapun pembuktian yang bisa dijadikan penentuan nasab adalah

kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan
menurut Abu Hanifah. Akan tetapi menurut Malikiyyah cukup dengan

5 Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak..., him. 99
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kesaksian dua orang laki-laki, sedangkan menurut Syafi’iyah, Hanabilah dan
Abu Yusuf, harus dengan kesaksian seluruh ahli waris. Terlepas dari
kontradiksi yuridis dalam menentukan nasab bayi, dizaman yang sudah cukup
modern ini, barangkali perbedaan soal bayi siapa dan bernasab kepada siapa,
sepertinya akan bisa terselesaikan dengan tes laboratorium tentang kesesuaian
dengan darah ayahnya. Bahkan saat ini bisa dilakukan tes DNA. Dengan
demikian tes DNA bisa dianggap sebagai alat bukti penentuan nasab seseorang.
Namun walaupun telah dilakukan tes DNA ternyata kesesuaian antara ayah dan
anak namun pembuahannya dengan jalan tidak syar’l atau tidak atas dasar
perkawinan yang sah atau dengan hasil zina, maka nasab anak tersebut tidak
bisa ditetapkan dan dianggap tidak sah.*®
B. Nasab Anak Zina
1. Pengertian Nasab Anak Zina

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar
perkawinan, sangat dimungkinkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak.*’
Apabila perzinaan menyebabkan lahirnya anak, maka sebenarnya anak itu lahir
dalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa apapun dari pasangan yang
berzina. Amir Syarifuddin mendefenisikan anak zinah adalah anak yang lahir
dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan antara laki-laki dengan perempuan
yang tidak terikat dengan nikah yang sah.*®

Anak zinah ialah anak yang lahir dari luar pernikahan, sedangkan makna
Nikah atau ziwaj dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah
atau ziwaj diartikan dengan perkawinan. Abdurrahman Al-Jarizi dalam Kkitabnya
Al-Figh ‘Ala Madzahibil Arba’ah menyebutkan ada tiga macam makna nikah.
Pertama, menurut bahasa nikah adalah:

eiaaj\j’ ;.L}]\ }jh‘}j/

“8 Ibid. him. 103

" Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet.3, (Jakarta:Kencana Prenada Media
Group, 2008), him. 148

8 Ibid,.
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Artinya: “Bersenggama atau campur”

Kedua, makna Ushuli atau makna menurut syar’i, yaitu nikah arti
hakikatnya adalah watha’ (bersenggama), akad, musytarak atau gabungan dari
pengertian akad dan watha’. Dan yang ketiga, menurut para ahli figih.

Menurut golongan Hanafiah, nikah adalah “Nikah itu adalah akad yang
memfaidahkan memiliki, bersenangsenang dengan sengaja”. Menurut golongan
Asy-Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai “Nikah adalah akad yang
mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau
tazwij atau yang satu makna dengan keduanya”. Menurut Malikiyah ‘“Nikah
adalah akad yang mengandung Kketentuan hukum sematamata untuk
memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada
diri seorang wanita yang dinikahinya”. Sedangkan menurut golongan
Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa ”Nikah adalah akad dengan mempergunakan
lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang
dengan wanita™*

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama
masih memandang nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang
berhubungan. Secara keseluruhan pula, mereka berpendapat bahwa nikah
merupakan akad yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seseorang suami dapat
memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan
seluruh tubuhnya. Mereka tak memperhatikan tujuan dari menikah yang
sesungguhnya, bahwa di dalam pernikahan terdapat pengaruh hak dan
kewajiban yang harus dimiliki suami istri.

Namun demikian karena anak itu lahir akibat perbuatan nista, tercela
dari segi moral ataupun agama, maka masyarakat pada umumnya menyebut

anak tersebut anak zina atau anak haram. Meskipun ia suci tetapi ia

* Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah. (Beirut Libanon: Ihya
alTurat al-‘Arabi, 1969), hlm. 3-4.
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mempunyai kedudukan lain dibanding dengan anak biasa yang lahir dalam
perkawinan yang sah.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan menyebabkan
timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh
dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari
benih laki-laki yang menzinai ibunya. Nasab anak tersebut hanya kepada
ibunya.

2. Dasar Hukum Pendapat Ulama Terhadap Nasab Anak Zina

Para ulama sepakat bahwa anak zina hanya bernasab kepada ibunya
dan keluarga ibunya, dan terhadap ayahnya nasab anak tersebut terputus. Posisi
anak anak zina ini disamakan dengan anak mula’anah atau anak lia’an.”
Adapun dasar hukum ulama adalah sebagai berikut:

Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik
kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy), sementara pezina harus

diberi hukuman, antara lain:
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Dari Aisyah radhiallahu'anha mengatakan, 'Utbah berpesan kepada
saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah
dariku, maka ambilah dia." Di hari penaklukan Makkah, Sa'd
mengambilnya dengan mengatakan, 'Ini adalah putra saudaraku, ia

* Imam Malik Bin Anas, Al-Muwatha’ Lil Imam Malik, Ed.In, Al-Muwathatha’,
(Terj:Muhammad Igbal Qadir), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), him. 241

L Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju’fi, Al-Jami’ Al-Musnad A-Shahib Al-Muktashar
Min Umuri Rasulullah,Cet 1,( Beirut : Dar Tug An-Najah, 1442 H), him, 674
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berpesan kepadaku tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya
mengatakan, ‘(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku,
dilahirkan di atas ranjangnya." Maka Nabi [J bersabda, "Dia bagimu
wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah
adalah batu (rajam).” Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti
Zam'ah, "Hendaklah engkau berhijab darinya, " beliau melihat
kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi
melihat Saudah hingga ia meninggal. (HR.Bukhari,6252)

Hadis di atas telah disepakati para ulama dari berbagai kalangan
mazhab sebagai alasan, bahwa perzinahan itu sama sekali tidak akan
berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan dengan anak dan ayah biologisnya
yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak
dan ayahnya akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana
lelaki yang yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan
sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan
waris mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan maka ayah dari
anak itu tidak dibolehkan menjadi wali dalam pernikahannya.**

Dari hadis di atas ulama sepakat nasab anak adalah bagi pemilik tempat
tidur, maka firasy dalam hadis tersebut mayoritas ulama berpendapat bahwa itu
adalah sebutan bagi wanita. Di dalam al-gamus disebutkan, bahwa firasy,
adalah isteri atau hamba sahaya perempuan, karena ia menjadi alas kaki.”

Isteri menjadi firasy hanya karena akad nikah, sedangkan budak
perempuan juga firasy, tapi jika disetubuhi tuannya, dan tidak cukup dengan
hanya kepemilikan terhadap dirinya sebagai buadak. Perbedaan di antara
keduanya, bahwa akad nikah dimaksudkan untuk menghalalkan persetubuhan.
Adapun kepemilikian wanita banyak tujuan. Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah
rahimahullah berkata “Ahmad mengisyratkan bahwa isteri tidak dapat menjadi

firasy kecuali ada akad dan persetubuhan”, bukan sekedar kemungkinan yang

52 Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, hIm.86

% Imam Asy-Syaukani, Bustanul Ahbar Mukstasar Nail Al-Authar, Penerjemah
Hamzah Facharuddin, Dengan Judul Ringkasan Naiatul Authar, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka
Azzam,2006), him. 630
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di sangsikan. Menurut lbn Qayyim, inilah pendapat yang benar dan dapat
dipastikan, jika tidak bagaimana mungkin wanita menjadi firasy, sementara
suami tidak pernah menyetubuhinya®?. Maka dari hadis tersebut anak adalah
bagi pemilik tempat tidur yaitu suami dan isteri, sesungguhnya seorang anak
dihubungkan nasabnya kepada kedua orang tuanya, dan dalam hal ini
seseorang dilarang untuk menafikkan nasab/keturunannya®

Hadis yang menjelaskan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada

ibunya, antara lain:
:HM)W&‘&%@M&l:JGG&f@‘&W.* v ooples 8
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Diriwayatkan dari ‘amr ibn syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata
....”bahwa (anak tersebut) merupakan anak zina milik keluarga ibunya
siapapun mereka,” (H,R.Abu Dawud)

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa nabi memberi keputusan bahwa
anak zina adalah anak ibunya dan keluarga ibunya baik budak ataupun
merdeka, dan ayah terhalang karena perbuatan zina nya tersebut.

Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak

hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

o\/; | ;. < /}/° //:2_‘,}
Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak,

maka anaknya adalah hasil zina tidak mewarisi dan tidak pula
mewariskan (H.R.at-tirmizi)

> Abdullah bin Abdurrahman Alu Basam, Taisirul-Allam Srah Umdatul Ahkam,
Penerjemah Khatur Suhardi, Dengan Judul Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim,(Jakarta:
Darul Falah, 2014), hlm. 944-945

% Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, Taudih Al-Ahkam Min Bulugul Al-Maram,
Penerjemah Thahirin Suparta, M. Faisal, Dkk, Dengan Judul Syarah Bulugul Maram, Jilid 5
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), him. 649

% Abi Dawud Sulaiman Ibn Syi“ats sijsitani azdii, Sunan Abu Dawud, Kitab Talagq,
Bab fii Iddia walad az-Zina, juz 2, (Beirut: Darul Ibn Hazm, 1996/1418 H), him.482

5 |mam Hafidz abi Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, Jami’ul Kabir at-Tirmidzi, kitab
Faraid, Bab ma ja“a fii ibthali miirasi walad az-zina, jilid 3, (Beirut: Darul Ghurobah Islam,
1996), him. 615.
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Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam menerangkan bahwa
hukum nasab anak zina , tidk boleh mewarisi dan diwarisi. Sebagaimana yang
dimaklumi, kewarisan merupakan hubungan nasab dengan laki-laki yang
menyebabkan kelahirannya.

Dari dasar hukum yang telah disebutkan di atas menurut mayoritas
ulama bahwa nasab anak zina sama dengan anak mula’anah yaitu tidak
memiliki nasab kepada bapaknya, nasab anak tersebut hanya ditetapkan kepada
ibunya dan keluarga ibunya, meskipun wanita itu menikah dengan laki-laki
yang telah menzinahinya, tetap tidak didapatkan upaya menghubungkan nasab
anak zina keada laki-laki yang menzinahi wanita tersebut.

Menurut ijma’ ulama, nasab anak zina terhadap laki-laki yang
menyebabkan kelahirannya terputus.”® Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa
nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik
yang syar’l maupun tidak. Adapun nasab anak dari ayahnya hanya bisa diakui
melalui nikah yang shahih, fasid dan waz’i syubhat,>® Sebagaimana yang telah
dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dari penjelasan dasar hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa
nasab seseorang akan ada ketika adanya hubungan seksual yang dilakukan
dalam bingkaian perkawinan yang sah atau fasid (rusak). Jika seseorang anak
hanya dilahirkan dari hubungan seks semata, tanpa ada ikatan yang sah berupa
pernikahan di antara kedua bapak ibunya, maka nasab anak tidak bisa
dikaitkan. Oleh karena itu anak yang dihasilkan sebab zina tidak memiliki
keterikatan nasab yang sah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Dalam hal ini, kedudukan nasab zina disamakan dengan anak /i ’an. Anak /i’an

%8 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam..., him. 148
%° Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh Al-Islam Wa Adilatuhu, him. 27
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(anak wanita yang dikenai /i’an) adalah anak yang dinafikkan nasabnya oleh
suami yang sah berdasarkan syari’at.”

Hukum islam menentukan, bahwa anak belum bisa ditentukan apakah
dia termasuk anak zina atau bukan sebelum diketahui batas minimal
kehamilanya. Sehingga, nantinya dalam hukum dapat ditentukan apakah anak
tersebut berasal dari suami ibu atau bukan. Dalam hal ini, fugaha sepakat
bahwa batas kehamilan dimana janin terbentuk didalamnya adalah enam
bulan.®® Penjelasan mengenai batas usia kehamilan tersebut merupakan
kombinasi dari dua ayat al-qur’an berikut:

255 5 Wlass KBS B0 ; aémam;; S5 OldYiEoss
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“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua
orang ibu bapaknya,ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan
melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai
menyapihnya tiga puluh bulan, sehingga apabila telah dewasa dan
umurnya sampai 40 tahun ia berdoa ““ ya tuhanku berikan kepadaku dan
kepada ibu bapakku dan supaya aku dapan berbuat amalyang sholeh
yang engkau ridhai,berikanlah kebaikan kepadaku dengan (memberi
kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada

engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah
diri”(Q.S.Al-Ahqaf:15)

Keterangan hukum yang diperoleh dari bunyi ayat di atas adalah isteri
mengandung seorang anak dan menyapih atau menyusui anak adalah selama 30

bulan. Keterangan tersebut belum bisa ditentukan secara pasti mengenai berapa

% sayyid Sabig, Figh Sunnah, Terj. Moh. Thalbi, (Bandung : PT Al-Ma’arif,2007)
hlm.642

%1 Ibid., him. 578

%2 Kementerian Agama, Al — Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Sygma, 2009), him.
685.
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tahun masa menyapih anak dan mengandung. Untuk itu, keterangan selanjutnya

dijelaskan dalam firman allah SWT pada surah al-lugman ayat 14:

o~
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T ad €

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua
orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah
yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun,
bersyukurlah kepada-Ku dan pada dua orang ibu bapakmu, hanya
kepada-Kulah kembalimu.”

Dari gambaran ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa jawaban dari
ketentuan menyapih anak yang ada pada ayat sebelumnya yaitu selama 2 tahun
atau 24 bulan, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masa minimal
mengandung seorang wanita yaitu selama 6 bulan.®*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nasab seorang anak
dapat dikaitkan kepada ayahnya ketika di buahi dalam hubungan yang sah.
Untuk anak zina, tetap memiliki nasab dengan ibu dan keluarga/kerabat ibunya,
sedangkan dengan laki-laki pezina terputus hubungan nasabnya.

Sedangkan dalam hukum positif, kedudukan nasab anak zina
dimaksudkan hanya dibatasi pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, peneliti menulis
permasalahan status nasab anak zina dalam dua sub bab pembahasan, yaitu
sebelum dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan sesudahnya.

Kedudukan anak zina sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, tidak
jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam fikih Islam, dalam undang-
undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam ditetapkan bahwa anak zina

atau anak luar perkawinan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan

% Kementerian Agama, Al — Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Sygma, 2009), him.
455

% Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia, him.223
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ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya
dan keluarga ibunya.

Adapun kedudukan anak zina sesudah dikeluarkannya putusan
mahkamah konstitusi, mengalami perubahan yang sangat signifikan dimana
anak luar perkawinan yang tadinya tidak dapat hubungan perdata dengan ayah
biologisnya menjadi mendapat hubungan perdata dengan syarat adanya bukti,
dengan tujuan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum terhadap
hubungan keperdataan antara anak dan ibunya, karena suatu perkawinan yang
tidak dicatat dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga
anak yang lahir di luar perkawinan tidak tercatat menurut undang-undang
dikatagorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.®

3. Penasaban terhadap Anak Zina

Dalam konsep penasaban anak zina ini dalam literatul fikih dikenal
dengan istilhaq. Istilhag menurut bahasa dari mashdar dari kata “@slis)” yang
berarti “4dl 4w 5 sle s (mengaku dan menisbatkannya kepada dirinya).®*Dalam
istilah fikih tampaknya kata ini digunakan sama dengan makna bahasanya.

Maka istilhag adalah pengakuan anak/nasab seseorang terhadap anak
yang tidak jelas nasabnya. Abdul Manan memberikan pengertian “istilhaq”
adalah pengakuan dari seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang
anak yang tidak diketahui nasabnya.®” Dalam pengakuan ini, menurur Abdullah
Ali Husein yang dikutip Abdul Manan bahwa, tidak semua mukallaf dapat
mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas
yang baik dari anak tanpa ayah, asas tidak ada ketunggalan hukum dalam

masalah nasab, dan asas ada larangan mengingkari kembali pengakuan yang

85 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pasal 43 Ayat 1

% Muhammad Taufig, Konsep Nasab, Istilhaq Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah,
Jurnal Ahkam, Vol XII, No. 2, Juli 2013, him. 62

" Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta:
Kencana,2008), him. 90
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telah diberikan. ®®Dalam asas hukum islam ini telah memberi patokan terhadab
masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal
buruk dalam kehidupan seseorang.

Status anak zina jika pezina memohon disabitkan atau dihubungkan
nasab anak kepada dirinya (istilhaq), sedangkan ibu anak zina itu dalam firash
(perkawinan yang sah). Dalam kondisi ini para ulama mengemukakan dua
kemungkinan yang bisa berlaku, yaitu:

Kondisi pertama jika pemilik firash (suami kepada ibu zina)
mengingkari nasab anak. Jika pemilik firash (suami kepada ibu zina)
mengingkari nasab anak atau beliau tidak menerima anak zina itu sebagai
anaknya, dan isteri membenarkan dakwaan itu, maka pengakuan itu dianggap
pengakuan perbuatan zina, maka si wanita dijatuhi hukuman rajam dan
anaknya adalah anak zina serta nasabnya dinasabkan ke ibunya.

Namun jika si isteri tidak setuju dengan dakwaan suami, atau
mengingkari anak yang lahir adalah hasil perzinahan. Maka solusi dari syari’at,
pasangan suami istri itu saling melaknat (melakukan proses mula’anah). Lalu
mereka berdua dipisahkan dengan ikatan pernikahan keduanya putus untuk
selama-lamanya. Anak yang diperselisinkan ini menjadi anak mu’amalah
bukan anak zina. Meskipun bukan anak zina, namun tetap dinasabkan kepada
ibunya.

Kondisi kedua jika pemilik firasy (suami kepada ibu anak zina) tidak
mengingkari nasab anak. Ulama sepakat, bahwa jika seorang anak yang lahir
dalam firasy zaujiyyah (perkawinan), kemudian tidak diingkari oleh pemilik
firasy (suami), maka dari segi hukum anak hendaklah dinasab kepada beliau,

sedangkan dakwaan yang dibuat oleh orang lain tidak dapat diterima.

%8 hid.,



BAB 111
RELEVANSI ANTARA PENDAPAT IBNU TAIMIYAH
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VI11/2010

A. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI111/2010

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang
dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis dengan MK), yang lahir
dari adanya permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 2 ayat (2) serta
Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (selanjutnya ditulis dengan UUP). Bunyi Pasal 2 UUP: “(1)
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu”. (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun bunyi Pasal 43 UUP
yaitu: “(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Permohonan uji materil tersebut dimohonkan oleh pemohon Hj. Aisyah
Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan anaknya yang
bernama Muhammad Igbal Ramadhan bin Moerdiono. Pada kasus ini,
Muhammad Igbal Ramadhan merupakan anak yang dilahirkan dalam ikatan
nikah di bawah tangan (nikah siri) antara Aisyah Mochtar dan Moerdiono.
Namun demikian, keduanya berpisah (bercerai) dan status Muhammad Igbal
Ramadhan lahir dalam bingkai nikah yang tidak dicatat dan oleh negara
dipandang sebagai anak luar nikah dan tidak memiliki hubungan perdata
dengan ayahnya (Moerdiono) seperti maksud Pasal 43 UUP.* Untuk itu,
Aisyah Mochtar selaku pemohon serta Muhammad Igbal melakukan uji materil
atas kedua Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UUP, sebab menurut pemohon, kedua

pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

_embaran Putusan Nomor: 46/PUU-VI111/2010, him.4.
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Aisyah Mochtar memandang ketentuan keperdataan anak seperti
tersebut dalam Pasal 43 UUP secara konstitusional bertentangan dengan
ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Peniadaan hubungan
keperdataan anak dengan ayahnya yang sah secara norma agama seperti
maksud Pasal 2 UUP dipandang sebagai bentuk diskriminasi. Aisyah Mochtar
mengemukakan bahwa perkawinannya adalah sah dan sesuai rukun nikah
norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukan
karena termasuk perbuatan zina. Begitu pula dengan status anak yang
dilahirkannya (Muhammad Igbal) adalah anak yang sah. Oleh karena itu,
dengan berlakunya Pasal 43 UUP, maka hak-hak konstitusional Aisyah
Mochtar dan anaknya (Muhammad Igbal) untuk dapat disahkan atas
pernikahan tersebut sebagaimana Pasal 2 serta status hukum anaknya yang
dijamin oleh Pasal 28B serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.

Mengacu kepada gambaran Putusan Nomor 46/PUU-V111/2010 tersebut,
dapat dipahami bahwa permohonan Aisyah Mochtar pada dasarnya
mempunyai dua domain penting, yaitu:

1. Permohonan menyangkut pengesahan pernikahan menurut hukum
negara seperti tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) UUP.
2. Permohonan menyangkut penetapan hak keperdataan anak sebagaimana

Pasal 43 UUP.

Kedua permohonan uji materil/judicial review tersebut sekiranya dilihat
secara cermat justru saling berkesinambungan. Artinya satu sisi menguiji
tentang pencatatan nikah sebagai alat bukti yang diwajibkan dalam hukum
positif, di sisi lain mengenai akibat hukum dari tidak dicatatkannya pernikahan
seperti dialami oleh pemohon (Aisyah Mochtar) itu sendiri. Terkait
permohonan yang diajukan, Mahkamah Konsitusi (MK) mengabulkan untuk

sebagian permohonan pemohon dan menolak permohonan pemohon liannya.
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Permohonan yang ditolak oleh MK adalah permohonan Pasal 2 ayat (2) UUP,
sementara yang diterima MK adalah permohonan uji materiil terhadap Pasal 43
UUP. Ketentuan putusan MK justru merubah redaksi Pasal 43 UUP yang
awalnya menyebutkan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan
hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, harus
dibaca dan berlaku menjadi: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta
dengan lelaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Atas
dasar itu, anak luar nikah masih menjadi tanggungan lelaki yang dianggap ayah
biologis anak.

Konsekuensi muatan putusan MK tersebut ialah tidak adanya penegasan
oleh MK mengenai status anak luar nikah, apakah anak luar nikah
dimaksudkan adalah anak hasil nikah di bawah tangan (nikah siri tidak
tercatat) sebagaimana permohonan a quo dari Machica Mochtar, apakah
tersebut anak lahir hasil zina, atau justru berlaku kedua-keduanya. Dari isi
putusan dan juga pertimbangan dari hakim MK, maka ditemukan bahwa anak
yang lahir di luar perkawinan (baik itu dari hasil nikah siri maupun hasil zina)
memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis. Meski permohonan uji
materil (judicial review) tersebut berkaitan atas status anak dari hasil nikah
yang tidak tercatat, tetapi bunyi putusan hakim justru berlaku umum yang juga
berlaku bagi anak hasil zina. Syaratnya adalah adanya hubungan darah antara
anak serta ayah biologisnya yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan,
teknologi atau alat bukti lainnya yang diatur undang-undang. MK memutuskan
bahwa anak tersebut (anak hasil zina dan anak hasil nikah siri) bukan anak
haram dan juga berhak mendapatkan akte kelahiran dari negara dan berhak

mendapat harta waris dari ayah tersebut.
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MK menilai, secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan
hamil tanpa terjadi pertemuan ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan
seksual maupun melalui cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang sejatinya menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu,
tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir
dari sebuah kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya
mempunyai relasi hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak
tepat dan tidak adil pula apabila hukum membebaskan laki-laki yang
melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan serta
kelahiran anak itu dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan
bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki
tersebut sebagai ayahnya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan
teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa anak merupakan
anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran
karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual di antara
perempuan dengan laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya
terdapat hak dan juga kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya
meliputi anak; ibu, dan bapak.”

MK juga menyatakan dalam pertimbangan putusannya bahwa hubungan
anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya
ikatan perkawinan, namun begitu bisa juga didasarkan pada pembuktian
adanya hubungan darah di antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.
Terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang
dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Sekiranya tidak ada
perlindungan hukum, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar
perkawinan, padahal anak itu tidak berdosa karena kelahirannya ke dunia ini di
luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah

seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah

pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010, hlm. 35.
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masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang
adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada
padanya termasuk kapada anak yang dilahirkan meskipun keabsahan
perkawinannya masih dipersengketakan.”* Dari penjelasan ini, terlihat bahwa
MK pada dasarnya menilai tidak ada relasi antara peniadaan tanggung jawab
seorang bapak terhadap anaknya dan sah tidaknya perkawinan, apalagi relasi
atau hubungan bapak dengan anak tersebut sudah dapat dibuktikan melalui
proses penelitian ilmiah hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada,
misalnya dengan menggunakan tes DNA,’® dimana tingkat akurasinya
mencapai 99,9%."

Dari beberapa pertimbangan hakim, berikut dengan alasan-alasan
terkait permohonan para pemohon, maka Hakim MK memutus perkara tersebut
dengan ketentuan sebagai berikut:"*

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

2. Pasal 43 UUP yang menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya ”, bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai
menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang bisa dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai
ayahnya.

3. Pasal 43 UUP yang menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang

"bid.

"2A] Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan limu Pengetahuan dalam Usul
Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 371.

"®Imanuddin, Metode Penetapan Nasab Melalui Al-Qafah Perspektif Magasid Syari’ah,
(Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021), him. 5.

"pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010, hlm. 37.
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dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti
lain  menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai
ayahnya, sehingga bunyinya harus dibaca dengan: “Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya .

Dari bunyi putusan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah, baik
yang dihasilkan dari nikah sirri maupun karena zina masih memiliki hubungan
keperdataan dengan ayah biologisnya. Kesimpulan hukum seperti ini mengingat
MK tidak menjelaskan apakah yang dimaksud anak luar nikah tersebut sebagai
anak hasil nikah sirri atau tidak. Sepanjang anak bisa dibuktikan keterikatannya
pertalian darah dengan seorang laki-laki, maka anak itu merupakan tanggungan
laki-laki tersebut. Begitu juga terhadap anak luar nikah, baik sebab zina
ataupun nikah sirri tetap memiliki keterikatan nasab yang berkonsekuensi

kepada ikatan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya.

B. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Nasab Anak di Luar Perkawinan

Di bagian ini akan dibahas dan dianalisis pendapat Ibnu Taimiyah
tentang status nasab anak di luar perkawian. Sebelum itu perlu juga
dikemukakan secara singkat biodata lbnu Taimiyah, mulai dari nasab,
kapasitas keilmuan dan karangan atau karya-karya intelektualnya.

1. Biodata Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Syeikh al-Islam Tagiyuddin Abu
al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Abi al-
Qasim al-Khidhr bin Muhammad bin al-Khidhr bin Ali bin Abdullah Ibnu

Taimiyah al-Harrani al-Dimasyqi al-Hanbali. Nama Taimiyah dinisbatkan
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kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin al-Khidhr
melakukan perjalanan haji melalui jalan Taima’. Sekembalinya dari haji, dia
mendapati isterinya melahirkan seorang anak wanita yang kemudian diberi
nama Taimiyah. Sejak itu, keturunan atau anaknya diberi nama dengan Ibnu
Taimiyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya itu.”

Ibnu Taimiyah lahir di Harran, untuk itu di akhir namanya juga sering
dinisbatkan nama kota kelahirannya dengan sebutan “Al-Harrani”. la lahir di
tanggal 10 Rabiul Awal 661 H/1263 M dan wafat di penjara Damaskus, 20
Zulkaidah 728 H atau bertepatan 1328 Masehi.”® Ibnu Taimiyah berasal dari
keluarga cendikiawan dan ulama besar pada masa itu. Ayah dan kakeknya
adalah ulama besar dalam mazhab Hanbali dan kuat berpegang pada ajaran
Salaf. Beliau dipandang sebagai ulama salaf yang zuhud. Sehingga, banyak
orang yang mengambil pelajaran ilmu darinya, baik secara langsung maupun
dari karya-karyanya.

Ibnu Taimiyah adalah seorang tokoh salaf, murid yang muttaqi, wara’
dan zuhud. la dikenal sebagai seorang muhaddis, mufassir/ahli tafsir Alquran
dan fagih, teolog bahkan mempunyai pengetahuan yang luas tentang filsafat.
Pada usia 10 tahun Ibnu Taimiyah telah mampu hafal Alquran dan menguasai
Musnad Imam Ahmad. Selain itu, beliau juga menguasai Kutub al-Sittah dan
Mu’jam Al-Thabrani. Beliau menguasai berbagai disiplin keilmuan misalnya
tafsir, filsafat, tasawuf, tata bahasa Arab, dan khat.

Sebagai ulama besar, Ibnu Taimiyah menimba ilmu dari ulama-ulama
terkemuka, di antaranya adalah:

a. Qasim bin Abu Bakr bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili.

b. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi.

c. Imam Ahmad bin Hanbal

75Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham
Salafi”. Jurnal Analytica Islamica, Vol. I, No. 2, (Juni 2013), him. 249- 251.

"® Akhmad Satori & Sulaiman Kurdi, Sketsa Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: Budi
Utama Deepublish, 2016), him. 103.
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d. Zainuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abduddaim

e. Tagiyuddin Abu Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Abi Al-Syusr

al-Tanukhi

f. 1bn Qudamah al-Maqdisi

Adapun di antara daftar murid-muridnya adalah:

a. Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Manja

b. Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zakki

c. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi

d. Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Zahabi

e. lbn Qayyim Al-Jauziyyah

f.  Salahuddin Abu Said Khalil bin Al-Amir Saifuddin Kaikaladi.”’

Ibnu Taimiyah menganut mazhab Hanbali. Dalam sejarahnya, banyak
ulama salafi yang hidup, baik sebelum Ibnu Taimiyah, maupun sesudahnya.
Tercatat ulama-ulama salafi seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar
dan Umar bin Abdul Al-Aziz, Al-Zuhri, Ja’far Al-Shadiq dan imam mazhab
yang empat (Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal) dan para
pengikutnya. Adapun Ibnu Taimiyah juga masuk ke dalam daftar ulama salafi
tersebut.

Pemikiran Ibnu Taimiyah di bidang hukum Islam, teologi dan lainnya
memiliki pengaruh besar terhadap dunia Islam saat itu hingga saat sekarang ini.
Dengan berpengaruhnya pemikiran tersebut justru mendapatkan posisi di dalam
masyarakat, banyak juga yang kontroversi, sehingga pada awal 1306 M Ibnu
Taimiyah dipanggil ke Kairo kemudian beliau dipenjara bahkan Ibnu Taimiyah
meninggal di dalamnya.

Sebagai ulama besar, Ibnu Taimiyah punya beberapa karya intelektual

di antaranya adalah:™

""Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Terj: Masturi Irham, Asmu’i Taman),
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), him. 807-808.

"®Ardiansyah, Pengaruh Mazhab..., him. 249- 251.
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a. Kitab: Majmii’ al-Fatawa, dalam bidang fikih.
b. Kitab: Al-Radd ‘ala al-Mantigiyyin.
c. Kitab: Mugaddimar fi Usiil at-Tafsir, dalam bidang tafsir Alquran.

d. Kitab: Al-Tibyan fi Nuzil al-Qur’an, dalam bidang ilmu Tafsir.

e. Kitab: Al-Farag baina Auliya’ al-Rahman wa Auliya’ Syaitan,
dalam bidang ilmu Tasawuf.

Kitab: Siyasah al-Syar iyyah, dalam bidang politik.

Kitab: Agidah al-Wasitiyyah, dalam bidang akidah.

Kitab: Risalah fi Usil al-Din, dalam bidang ilmu Ushuluddin.

Kitab: Al-Hasba fi al-Isiam, bidang akhlak.

j. Kitab: Minhaj al-Sunnah Nabawiyyah, dalam bidang ilmu Hadis.”

> @ o

2. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Status Nasab Anak Lahir di
Luar Perkawinan

Para ulama sepakat tentang status nasab anak zina atau anak lahir di
luar perkawinan yaitu hanya diikatkan/dihubungkan pada ibunya saja. Tetapi
ulama berbeda pendapat mengenai status anak zina terhadap laki-laki pezina
yang secara sadar mengaku dengan proses istilhag (pengakuan anak) sebagai
anaknya. Status nasab anak zina atau lahir di luar perkawinan adalah salah satu
permasalahan hukum yang masih didiskusikan oleh para ulama. Diskusi yang
muncul menyangkut pertanyaan apakah nasab anak yang dilahirkan di luar
perkawinan dinasabkan pada laki-laki pezina yang mengakibatkan anak itu
lahir atau tidak. Dalam konteks ini, menarik untuk dikutip penjelasan dari
Sayyid Al-Saqga, salah seorang ahli hukum dari Sudan, bahwa permasalahan
yang muncul terkait status nasab anak zina terbelah menjadi dua pandangan.
Menurut jumhur ulama, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki
manapun termasuk kepada laki-laki perzina yang menyebakan anak itu lahir.

Adapun pendapat yang kedua menyebutkan bahwa anak tersebut dinasabkan

®Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi..., him. 809.
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pada laki-laki pezina sekiranya ia mengakui anak tersebut sebagai anaknya.
Pandangan yang terakhir dipegang oleh beberapa ulama, di antaranya adalah
Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Abu Hanifah, Ibn Ashim, Hasan Al-
Bashri, Ibn Sirin, Al-Nakha’i, Ishaq Ibn Rahawaih, Ibnu Taimiyah dan lbnu
Qayyim.®

Keterangan Sayyid Al-Saga tersebut menunjukkan bahwa pandangan
yang menyatakan nasab anak zina dapat ditetapkan kepada ayah biologisnya
bukan hanya dipegang oleh lbnu Taimiyah saja, banyak dari kalangan ulama
salaf yang berpendapat yang sama termasuk Ibn Qayyim Al-Jauziyyah yang
merupakan murid setia dari Ibn Taimyyah.

Menurut lbnu Taimiyah, anak zina atau anak yang dilahirkan di luar
perkawinan bisa ditetapkan nasabnya pada laki-laki pezina yang menyebabkan
anak itu lahir dengan menggunakan 2 metode yakni:

1. Pengakuan (istilhaq)

Istilhag adalah pengakuan dari laki-laki secara sadar tanpa paksaan
mengakui bahwa anak tersebut ialah anaknya. Jika tidak diakui, anak tersebut
tidak dinasabkan kepadanya, hubungan waris dan nafkah juga terputus. lbnu
Taimiyah juga menyebutkan terkait status laki-laki yang bersenggama dengan
seorang budak yang telah bebaskan tanpa ada pernikahan, maka status
senggama yang dilakukan itu adalah zina dan haram hukumnya, anak yang
dilahirkan berstatus anak zina dan tidak ada hubungan saling mewarisi.*

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seseorang tidak dapat menarik atau
menetapkan nasab seorang anak kepadanya sedangkan anak tersebut bukan
berasal darinya. Hal ini dapat dipahami dari pandangannya berikut ini:

Seseorang tidak boleh menarik nasab (istilhag) seorang anak padanya
sedangkan anak tersebut bukan berasal darinya. Demikian juga, jika
rahim tidak dibersihkan, bisa jadi telah menempel benih yang berasal
dari pezina. Selain itu, ada dua pendapat mengenai penarikan nasab

83ayyid Saqa, Walad Al-Zina, (London: E-Kutub Ltd, 2022), him. 62.
81bn Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubra, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutb, 2010), him. 405.
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anak oleh pelaku zina manakala perempuan yang mengandung bukan
firasy. Nabi bersabda: “Anak ialah milik empunya firasy, sedangkan
laki-laki berzina dihalangi”. Jadi, anak dihubungkan kepada pemilik
firasy, bukan laki-laki yang berzina. Jika perempuan bukan sebagai
firasy, maka ia tidak tercakup hadis ini.??

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa penarikan nasab kepada
anak tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang bukan berasal dari benihnya
(spermanya). Orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan anak di sini
tidak dibolehkan dihubungan nasabnya dengan anak hasil zina, termasuk jika
laki-laki itu mengakuinya dengan jalan istilhag, kecuali yang melakukan
istilhaq (pengakuan) itu dilakukan oleh laki-laki pezina itu sendiri terhadap
anak zina yang dihasilkannya. Anak zina dapat ditetapkan kepada laki-laki
pezina sekiranya laki-laki tersebut mengakui anak itu dengan cara istilhaq. Hal
ini dapat dipahami dari keterangan lbnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu

Fatawa:
M izl 13) ) anly gl Bl Wy O

Bahwa anak zina terikat dengan bapaknya yang berzina sekiranya dia

mengakuinya sebagai anaknya.

Dalam kesempatan yang lain, Ibnu Taimiyah juga berpendapat tentang
status anak zina yang diakui laki-laki pezina, pengakuan itu mengakibatkan
adanya keterhubungan nasab, sebagaimana dapat dipahami dalam penjelasan
Ibnu Taimiyah berikut ini:

M) it " 1" 1By il (3 izl g1 OISO

Sekiranya anak (anak zina) itu diakuinya, dengan menyatakan: “Ini

adalah anakku”, maka bagianya berlaku nasab.

8|bn Taimiyah, Majmu’ah Al-Fatawa: Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyah, (Terj: Misbah),
Jilid 26, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), him. 781-782.

8\bn Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Juz 32, (Riyad: Mamlakah Arabiyyah Al-Su’udiyyah,
2004), him. 139.

bid., Juz 31, him. 215.
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Bagi Ibnu Taimiyah, syarat utama agar anak yang lahir di luar nikah
dapat ditetapkan nasabnya kepada pihak laki-laki pezina yaitu hanya dengan
proses istilhdaq (pengakuan anak). Artinya laki-laki tersebut mengakui bahwa
anak yang lahir di luar perkawinan itu adalah anaknya. Ini merupakan aspek
penting dan menjadi konsekuensi dari hukum perzinaan dan apabila laki-laki
itu tidak melaksanakan istilhag, maka perzinaan tidak dapat dijadikan dasar
penetapan nasab. Oleh karena itu, yang menentukan keterikatan nasab di sini
adalah bukan pada perzinaan yang sudah dilakukan laki-laki itu, akan tetapi
karena adanya pengakuan. Posisi istilhag di sini bersifat ikhtiyar atau pilihan
sehingga laki-laki pezina bebas memilih untuk menggunakan ataupun tidak
menggunakannya.

2. Uji Kemiripan (giyafah)

Al- giyafah ialah sisi kemiripan atau keserupaan antara anak dengan
laki-laki yang telah mengajukan klaim pengakuan terhadap anak yang
dihasilkan dari perzinahan.®® Metode ini hanya digunakan apabila ada lebih
dari satu laki-laki yang melakukan istilhag kepada anak yang sama, metode al-
giyafah hanya dapat digunakan pada saat memperkuat pengakuan anak
(istilhaq). Posisinya sebagai metode tambahan apabila ada dua klaim atau lebih
yang saling mengakui anak. Metode al- giyafah ini tidak bisa digunakan secara
serta merta untuk menasabkan anak luar perkawinan sebab sifatnya tidak
independen dan metode tambahan saja. Berbeda dengan metode istilhag yang
kedudukannya sebagai metode pokok/utama.

Ibnu Taimiyyah mengakui hanya dengan proses istilhdg sajalah anak
dari hasil zina itu dapat ditetapkan nasabnya kepada laki-laki sebagai ayah
biologisnya. Berbeda halnya jika laki-laki pezina menolak atau menyangkal
anak yang dilahirkan oleh wanita lawan zinanya sebagai anaknya. Misalnya
dalam kasus seorang laki-laki dan seorang perempuan telah terbukti berzina

melalui empat orang saksi, dan perempuan tersebut juga diketahui hamil. Di

® |bn Taimiyah, Majmu’ Fatawa..., him. 139.
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sini, sekiranya anak itu nanti dilahirkan, maka status nasab anak tidak dapat
dihubungkan pada laki-laki itu hanya dengan bukti zina yang sudah mereka
lakukan, sebelum ada pengakuan (istilhag) secara sadar tanpa unsur paksaan
dari pihak manapun. Dengan begitu jelas bahwa Ibnu Taimiyah menilai status
nasab anak di luar perkawinan atau hasil zina dapat dihubungkan/ditetapkan
kepada laki-laki pezina yang menyebabkan anak lahir hanya dengan proses
pengakuan anak (istilhagq).

Konsekuensi dari status nasab didalam Islam dapat melahirkan status
hukum yang lainnya misalnya hubungan mahram, hubungan saling mewarisi
dan hak keperdataan serta adanya hak dan kewajiban nafkah. Dalam konteks
ini, lbnu Taimiyah berpendapat bahwa pengakuan anak (istilhag) dari seorang
laki-laki pezina terhadap anak yang lahir di luar perkawinan mengakibatkan
munculnya status nasab di mana status nasab ini meliputi hubungan mahram,
kewarisan, nafkah dan perwalian. Adanya hubungan nasab merupakan syarat
adanya hubungan waris hubungan saling menafkahi, syarat perwalian, syarat
adanya hubungan mahram.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa lbnu Taimiyah
menilai hubungan nasab hanya diperoleh melalui jalan pernikahan yang sah.
Hubungan senggama yang mengakibatkan kelahiran anak di luar perkawinan
justru memutuskan hubungan nasab anak dengan jalur laki-laki, tetapi nasab
anak zina (lahir di luar perkawinan) dapat ditetapkan melalui pengakuan dari
laki-laki pezina yang mengakibatkan anak itu lahir melaui proses istilhag, di
mana laki-laki itu mengakui bahwa anak zina tersebut adalah anaknya. Pada
konteks ini, hubungan nasab pasca pengakuan oleh laki-laki mengakibatkan
munculnya hukum saling mewarisi, kewajiban nafkah, hubungan perwalian,
dan hubungan mahram.

C. Relevansi Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010
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Anak zina atau anak lahir di luar perkawinan sering menimbulkan
ragam polemik di tengah-tengah masyarakat terutama status nasab anak itu
dengan bapak. Munculnya polemik mengenai status nasab anak zina (lahir di
luar nikah) dengan laki-laki sebagai ayah biologis pada dasarnya disebabkan
oleh dua aspek yang saling dikotomi. Satu sisi realitas sosial menghendaki
adanya perlindungan hukum terhadap anak zina dari kesia-siaan, jangan
sampai karena perbuatan zina dari ibu dan laki-laki yang menyebabkan dia
lahir justru menimbulkan kerugian, kemudaratan dan stigma negatif yang
diterimanya di lingkungan sekitarnya serta perlakuan diskriminatif terhadap
anak. Di sisi lain, terdapat norma hukum Islam yang justru menegasikan
(meniadakan menolak dan menafikan) hubungan nasab anak luar perkawinan
dengan lelaki pezina sehingga secara hukum anak tersebut tidak memiliki ayah
yang sah secara agama. Untuk memperoleh hubungan nasab yang sah hanya
dapat ditetapkan melalui akad perkawinan yang sah secara nilai ajaran Islam,
bukan melalui hubungan zina.

Terkait dengan Ibnu Taimiyah dan putusan Hakim MK sebelumnya,
dapat dipahami ada sisi kesamaan yang menjadi relevansi antara keduanya,
sekaligus perbedan yang esensial di antara keduanya.

Dilihat dari aspek kesamaannya, Ibnu Taimiyah maupun MK menilai
adanya kemungkinan keterhubungan nasab anak yang lahir di luar perkawinan
dengan laki-laki pezina sebagai ayah biologisnya. Kemungkinan pengikatan tali
nasab tersebut tanpa harus mempertentangkan dan mempermasalahan penyebab
kelahiran anak, apakah dari hasil perkawinan yang sah atau perzinaan.

Dilihat dari aspek perbedaan antara pendapat Ibnu Taimiyah dan
putusan MK, dapat dinilai dari dua aspek:

1. Dari aspek proses penetapan nasab menurut MK dan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengakui hanya ada satu jalan ataupun cara (metode)
untuk dapat menetapkan hubungan nasab anak luar perkawinan dengan laki-

laki yang mengakibatkan anak itu lahir, yaitu melalui proses pengakuan anak
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atau istilhag. Metode istilhag ini dapat diaplikasikan dengan sederhana yaitu
hanya mengakui anak zina (walad al-zina) tersebut sebagai anaknya, seperti
dengan kata-kata: haza ibni (ini anakku). Sekiranya ada klaim dari dua orang
atau lebih terhadap anak, maka proses pengakuan tetap dilakukan seperti itu,
namun untuk memastikan siapa yang lebih berhak dari dua klaim yang ada,
maka Ibnu Taimiyah menambahkan metode lainnya, yaitu sisi kemiripan atau
keserupaan (al-qafah atau giyafah) antara anak dengan laki-laki yang telah
mengajukan klaim pengakuan terhadap anak tersebut.®® Di sini, metode yang
kedua yaitu metode al-gafah hanya dapat digunakan pada saat memperkuat
pengakuan anak (istilhaq). Posisinya sebagai metode tambahan apabila ada dua
klaim atau lebih yang saling mengakui anak. Metode al- giyafah ini tidak bisa
digunakan secara serta merta untuk menasabkan anak luar perkawinan sebab
sifatnya tidak independen dan metode tambahan saja. Berbeda dengan metode
istilhag yang kedudukannya sebagai metode pokok/utama.

Adapun menurut hakim MK, proses penetapan nasab (tali darah) dan
hak-hak keperdataan anak dengan ayah biologisnya dapat ditetapkan melalui
pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dimaksudkan di
sini adalah adalah tes DNA. Di dalam materi putusan MK memang tidak
ditemukan penjelasan menyangkut penggunaan tes DNA sebagai alat bukti
penetapan nasab anak, tetapi sampai saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi
yang berfungsi untuk menetapkan adanya tali darah antara seseorang dengan
orang lain hanya melalui tes DNA. Untuk itu, maksud dari penggunaan ilmu
pengetahuan dan teknologi arahnya adalah tes DNA atau bisa juga dipahami
alat bukti lain yang mampu memastikan keterikatan dan keterhubungan tali
darah anak dan ayahnya.

Pada dasarnya hubungan tali darah atas dasar bukti tes DNA dengan tali
nasab berbeda jauh. Hal ini telah dikemukakan oleh Imanuddin bahwa di dalam

penjelasannya ia membedakan pertalian darah (rawabith al-dam atau blood

&1bn Taimiyah, Majmu’ Fatawa..., him. 139.
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ties) dengan kerabat dalam makna nasab. Penggunakan term pertalian darah
untuk makna nasab cenderung kurang tepat, karena nasab sendiri ialah
peristilahan hukum dalam Islam yang memiliki implikasi, yang mana orang-
orang yang memiliki hubungan nasab sama-sama muncul hubungan hukum
berupa hak dan kewajiban, sementara tidak semua orang memiliki hubungan
darah sama konsekuensinya seperti nasab. Inilah alasan pembedaan di antara
makna nasab sebagai kerabat dengan makna tali darah (rawabit al-dam atau
blood ties). Nasab haruslah dibedakan dari makna tali darah, atau sekurang-
kurangnya dapat dinyatakan bahwa pertalian darah adalah bagian dari nasab,
tetapi tidak semua orang yang punya tali darah memiliki nasab, contohnya
adalah anak zina. Anak zina punya tali darah dengan laki-laki pezina, namun
anak zina itu secara hukum Islam tidak memiliki nasab dengan laki-laki yang
menyebabkan ia lahir.*’

Mengacu kepada penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa Ibnu
Taimiyah menilai proses istilhag sebagai cara yang legal di dalam penetapan
nasab anak zina, sementara itu hakim MK menilai nasab dan tali darah anak
dilakukan dengan proses pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau tes
DNA. Ibnu Taimiyah berkesimpulan, nasab anak yang dilahirkan di luar
perkawinan tidak dapat ditetapkan kepada laki-laki manapun sekiranya tidak
ada yang mengakuinya. Adapun dalam putusan MK, ada atau tidak adanya
pengakuan dari seorang laki-laki, keterikatan nasab ataupun tali darah antara
anak dan laki-laki sebagai bapaknya tetap dapat ditentukan sekiranya proses
penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA) sudah dilakukan.

2. Dari aspek landasan berfikir MK dan Ibnu Taimiyah

Landasan/pijakan berfikir dari hakim MK cenderung diarahkan pada
aspek hubungan sebab akibat (kausalitas) yaitu antara aspek pembuahan dari
dua sel (sperma pada laki-laki dan ovum pada perempuan) dengan kelahiran

anak. Tidak mungkin ada kelahiran ketika tidak ada pertemuan di antara sel

8 manuddin, Metode Penetapan Nasab..., him. 35-36.
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sperma dan ovum. Karena itu, seorang anak mesti ada ayahnya tanpa harus
menghiraukan sah atau tidaknya proses pembuahan tersebut, apakah proses
pembuahan itu melalui perkawinan yang sah ataukah tidak. Dalam aspek ini,
proses perkawinan yang sah hanya merupakan masalah teknis, sementara hal
yang terpenting adalah adanya pertemuan sel yang mengakibatkan kelahiran
anak. Peran laki-laki di dalam pembuahan dan kelahiran anak sangat penting
sehingga anak harusnya mempunyai tali darah dari jalur laki-laki. Untuk itu,
proses pembuktiannya dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan produk ilmu
pengetahuan dan teknologi. Aspek inilah yang menjadi dasar pijakan berfikir
bagi hakim MK saat menilai adanya kemungkinan penetapan tali darah anak
luar perkawinan dan laki-laki sebagai ayahnya.

Landasan (pijakan) berfikir dari Ibnu Taimiyah justru mengacu kepada
petunjuk norma hukum. Penetapan nasab anak luar perkawinan melalui cara
istilhaq direfleksikan dari bunyi hadis Rasulullah Saw dalam riwayat Imam Al-
Bukhari, di mana terdapat kasus rebutan klaim anak zina antara Sa’ad bin Abi

Wagqas dengan Abd bin Zam’ah, yang bunyinya seperti berikut:
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bahwa putra dari hamba sahaya Zam’ah adalah dariku, maka ambilah

dia. Di hari penaklukan Makkah, lantas Sa’ad mengambilnya dengan
mengatakan bahwa: Ini adalah putra saudaraku, dia berpesan padaku

8 Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju’fi, Al-Jami’ Al-Musnad A-Shahib Al-Muktashar Min
Umuri Rasulullah,Cet 1,( Beirut : Dar Tug An-Najah, 1442 H), him, 674
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tentangnya. Maka berdirilah Abd bin Zam’ah kemudian mengatakan:
Dia saudaraku dan putra dari hamba sahaya ayahku dilahirkan di atas
ranjangnya. Maka Nabi Saw bersabda: Dia bagimu wahai Abdu bin
Zam’ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezina batu (atau rajam).
Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam’ah: Hendaklah
engkau berhijab darinya, beliau melihat kemiripannya dengan Utbah,
sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia
meninggal. (HR. Al-Bukhari).

Hadis tersebut berhubungan dengan perebutan anak antara Sa’ad bin
Abi Wagas dengan Abdu bin Zam’ah. Hadis ini menjadi dasar Ibnu Taimiyah
dalam menetapkan hubungan nasab anak yang lahir di luar perkawinan yang
sah. Rasulullah menetapkan hubungan mahram anak dengan Sa’ad bin Abi
Wagas, sebaliknya menetapkan hubungan nasab kepada Abdu bin Zam’ah.
Dalam penjelasan hadis di atas, menunjukkan kasus klaim anak antara Abd bin
Zam’ah dengan Sa’ad lbn Abi Wagas, keduanya memperebutkan anak yang
dilahirkan dari wanita budak yang dimiliki Zam’ah. Di dalam kasus ini, Abd
bin Zam’ah menyatakan bahwa anak itu merupakan saudaranya karena dia
lahir dari budak ayahnya (Zam’ah). Di lain pihak, Sa’ad Ibnu Abi Wagas justru
mengklaim bahwa putra yang ada di tangan Zam’ah merupakan anak
saudaranya (Utbah bin Abi Waqgas) di mana klaim tersebut dikuatkan dengan
adanya sisi kemiripan antara anak itu dengan Utbhah. Rasulullah menetapkan
agar anak itu tetap kepada Zam’ah karena dilahirkan di atas ranjang Zam’ah.

Melalui dalil hadis di atas, pada dasarnya memunculkan minimal tiga
bentuk penetapan nasab, yaitu melalui ranjang (firasy) yaitu dari pernikahan
yang sah atau dari kepemilikan budak, melalui pengakuan anak atau istilhag,
dan melalui sisi keserupaan. Atas dasar itulah, Ibnu Taimiyah menilai adanya
korelasi antara pengakuan anak dengan ketetapan nasab, termasuk nasab dari
anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Meskipun begitu, karena ada klaim
dari dua orang, maka klaim tersebut harus didukung dengan bukti yang kuat.
Ibnu Taimiyah menilai, alasan Rasulullah Saw menetapkan anak kepada Abd
bin Zam’ah bukan kepada Sa’ad Ibnu Abi Waqas adalah karena pengakuan
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Abd bin Zam’ah lebih kuat karena didukung dengan firasy, sementara dalam
pengakuan Sa’ad Ibnu Abi Wagas hanya didukung dengan kerserupaan atau
syabah (al- giyafah).2

Dua aspek di atas, baik analisis terhadap proses penentuan nasab
maupun landasan berfikir dari Ibnu Taimiyah dan hakim konstitusi tampak
berbeda. Dapat diketahui bagi Ibnu Taimiyah menilai hanya dengan pengakuan
(istilhaq) seorang anak yang lahir di luar perkawinanditetapkan nasabnya
kepada laki-laki pezina sebagai ayahnya. Hal ini berbeda dengan isi pada
putusan MK. Penetapan nasab atau tali dasah menurut MK justru dilakukan
dengan penelitian melalui tes DNA anak dengan laki-laki sebagai ayahnya,
tanpa harus melihat status perkawinan dan tanpa melihat ada tidaknya
pengakuan anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa antara pandangan
Ibnu Taimiyah dengan putusan MK mempunyai kesamaan sehingga punya
relevansi antara keduanya, dan ada juga perbedaan masing-masing. Relevansi
pandangan lbnu Taimiyah dengan putusan MK adalah sama-sama melihat
adanya peluang di dalam menetapkan nasab anak lahir di luar perkawinan
dengan laki-laki sebagai ayahnya. Adapun perbedaannya adalah tentang
penilaian dan penentuan metode dalam proses penetapan nasab serta perbedaan

landasan berfikir yang digunakan oleh masing-masing.

®|bn Taimiyah, Al-Iman, (Bairut: Al-Maktab Al-1slami, 1996), him. 328.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang
membahas mengenai uji materil terhadap pasal 43 UUP, ketentuan
putusan MK justru merubah redaksi Pasal 43 UUP yang awalnya
menyebutkan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,
berlaku menjadi: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan
lelaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya”. Muatan putusan MK tersebut tidak memiliki
penegasan oleh MK mengenai status anak luar nikah, apakah anak yang
di maksud adalah anak hasil nikah bawah tangan sebagaimana kasus
pemohon atau anak hasil zina. Atas dasar itu, baik anak yang lahir dari
pernikahan bawah tangan maupun anak yang lahir dari hasil zina selagi
dapat dibuktikan kebenarannya melalui tes DNA maka anak tersebut
masih menjadi tanggungan lelaki sebagai ayah biologis anak.

2. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya majmu’ fatawa bahwa anak
yang lahir karena zina dapat disambungkan nasabnya dengan laki-laki
yang telah berzina dengan ibu dari si anak, dengan syarat adanya
metode istilhag yakni pengakuan dari pihak laki-laki secara sadar, suka
rela dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, mengakui bahwa

anak tersebut adalah miliknya. Namun apabila ada lebih dari satu laki-
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laki yang mengklaim anak tersebut sebagai miliknya maka Ibnu
Taimiyah menyebutkan untuk menggunakan metode gqiyafah atau
keserupaan antara anak dengan laki-laki yang mengaku sebagai
bapaknya. Walaupun demikian metode qiyafah ini tidak dapat
diberlakukan apabila tidak ada istilhag sebelumnya, karena metode ini
hanya pelengkap dari metode istilhag.

3. Relevansi antara putusan MK dan pandangan lbnu Taimiyah dapat
dilihat dari aspek kesamaan, baik putusan MK maupun pandangan Ibnu
Taimiyah menilai adanya kemungkinan terhubungnya nasab anak yang
lahir di luar perkawinan dengan laki-laki pezina sebagai ayah
biologisnya, tanpa mempermasalahkan penyebab kelahiran anak, baik
dari perkawinan yang sah atau dari perzinahan. Selagi dapat dibuktikan
dengan teknologi yang ada pada masa sekarang ini (DNA), dan istilhag

serta giyafah pada masa Ibnu Taimiyah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran
di dalam penelitian kepada peneliti selanjutnya, hendaknya dapat melanjutkan
penelitian ini dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena sampai saat
ini masyarakat masih ada yang cenderung abai dengan masalah nasab anak
yang lahir di luar perkawinan, bahkan dengan adanya peraturan baru tidak
sedikit masyarakat khususnya daerah perkotaan yang menyalahgunakan
peraturan dengan menyepelekan perzinahan yang sudah di larang dalam agama
maupun Negara untuk naik dalam strata sosial. Semoga penelitian ini bisa
membuka dan memberikan pandangan baru tentang anak yang lahir di luar

perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA
BUKU-BUKU

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta:
Kencana,2008.

Abdullah bin Abdurrahman Alu Basam, Taisirul-Allam Srah Umdatul Ahkam,
Penerjemah Khatur Suhardi, Dengan Judul Syarah Hadis Pilihan
Bukhari-Muslim,Jakarta: Darul Falah, 2014.

Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, Taudih Al-Ahkam Min Bulugul Al-
Maram, Penerjemah Thahirin Suparta, M. Faisal, Dkk, Dengan Judul
Syarah Bulugul Maram, Jilid 5 Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Abi Dawud Sulaiman Ibn Syi“ats sijsitani azdii, Sunan Abu Dawud, Kitab
Talaqg, Bab fii Iddi"a walad az-Zina, juz 2, Beirut: Darul Ibn Hazm,
1996/1418 H.

Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju’fi, Al-Jami’ Al-Musnad A-Shahib Al-
Mukhtasar Min Umuru Rasulullah, Cetl, Beirut: Dar Tug An-Najah,
1442H.

Akhmad Satori & Sulaiman Kurdi, Sketsa Pemikiran Politik Islam,
Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2016.

Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan llmu Pengetahuan
dalam Usul Figh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet.3, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group,2008.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka, 2007

Ibn Qayyim Al — Jauziyah, Panduan Hukum Islam, penerjemah Asep Saefullah
& Kamaluddin Sa “adiyatulharamain, Cet.2, Jakarta: Pustaka Azzam,
2007

Ibnu Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubra, Beirut: Dar Al-Kutb, 2010.
, Al-Iman, Bairut: Al-Maktab Al-Islami, 1996.
, Majmu’ Fatawa, Riyad: Mamlakah Arabiyyah Al-Su’udiyyah, 2004.

Ibnu Taimiyah, Majmuah Al-Fatawa: Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah, (Terj:
Misbah), Jilid 26, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Ibnu Qayyim al — Jauziyah, Zadul Ma "ad,terj: Amiruddin Djalil, Jakarta: Griya
IImu, 2006, Jilid 7,

Imanuddin, Metode Penetapan Nasab Melalui Al-Qafah Perspektif Magasid
Syari’ah, Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021.

51



52

Imam Ahmad Bin Hambal, Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal, Penj: Adil
Al-Mursyid, Cet 1, Beirut: Muassasah Ar-Risalah,2001.

Imam Asy-Syaukani, Bustanul Ahbar Mukhtasar Nail Al-Authar, Penj;
Hamzah Fachruddin, Jilid 3, Jakarta:Pustaka Azzam,2006.

Imam Hafidz abi Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, Jami’ul Kabir at-
Tirmidzi, kitab Faraid, Bab ma ja“a fii ibthali miirasi walad az-zina, jilid
3, Beirut: Darul Ghurobah Islam, 1996.

Imam Malik Bin Anas, Al-Muwatha’ Li/ Imam Malik, Ed.In, Al-
Muwatha’,(Terj: Muhammad Igbal Qadir), Jilid 2, Jakarta: Pustaka
Azzam,2006

Jasa Ungguh Muliawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Gava
Media, 2014

Khairuddin, Dkk, Pedoman Penulis Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry, 2018

Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera,2008.

Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek,
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

Paus Apartando, Kamus Populer, Surabaya: PT. Arkola, 1994

Perpustakaan Nasional RI, Ensiklopedia Hukum Islam, Ed. Abdul Aziz Dahlan,
Jilid 4, Cet 6, Jakarta: Ichtiar Baruvan Hoeve,2003.

Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Terj. Moh. Thalbi, Bandung : PT Al-Ma’arif,2007.

Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, Terj: Masturi Irham, Asmu’i
Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

Syaikh Imam Al-Qurtubi, Al-Jami’li Ahkam Al-Qur’an, Ed. Indo, Tafsir Al-
Qurtubi, (Terj: Muhyiddin Mas Ridda Dan Muhammad Rana Mangela),
Jilid 13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta:
Kencana, 2010

Wahbah az-zuhaili, figih islam wa adillatuhu, jilid 10, cet 1, Jakarta: gema
insani,2011.

SKRIPSI DAN TESIS

Ahmad Fariz Hasanuddin, “Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang
Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Anak
Luar Nikah) ” Skripsi Universitas Islam Negri Jakarta.2014



53

Dandi Febriansyah, “Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi
Antara Imam Syafi’i Dan lbnu Qayyim Al-Jauzziyak)” Skripsi UIN
Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2019

Nurhayati,” Analisa Hukum Islam Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah
Mengenai Penasaban Anak Zina Kepada Ayah Biologis” Skripsi UIN
Riau, 2019

JURNAL

Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam
Paham Salafi”. Jurnal Analytica Islamica, Vol. I, No. 2, Juni 2013.

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat
Binding, jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 19
Nomor 2, Bulan Mei 2021

Kudrat Abdillah,”Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah
Sosial,” Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah  Volume 1,
Number 1, 2016

Megawati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang- Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Dan Hukum Islam”, jurnal
QIYAS Vol. 2, No. 2, Oktober 2017

Muhammad Taufig, Konsep Nasab, Istilhaqg Dan Hak Perdata Anak Luar
Nikah, Jurnal Ahkam, Vol XIl, No. 2, Juli 2013

Nasaiy Aziz dan Muksal Mina, “Nasab Anak yang Lahir diluar Nikah: Analisis
Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor
46/PUU/VII/2010”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum
Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017

Rokhmadi,”Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/Puu -Viii/2010,” jurnal-SAWWA — Volume 11, Nomor
1, Oktober 2015

Siti Nurbaeti ,”Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim
Al-Jauziyyah”, Jurnal Holistic al-hadis Vol. 4, No. 2 July—-December
2018

PENETAPAN/PERATURAN
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010



Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Anak
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Qs. Al-Mu’minun (23): 101
Qs. Al-Furgan (25): 54
Qs. Al-Lugman (31): 14

54



